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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 35" TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 36
TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan
Biaya Perjalanan Dinas dengan Kebijakan
Maskapai Penerbangan terkait Biaya
transportasi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Bupati selaku Kepala
Pemerintahan Daerah di Kabupaten berwenang
untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD;

c. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan
secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur

ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat
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Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
P@mbentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
b?berapakgli terakhir dquan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan H111r
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonegsia
Tahun 2008 Nombr 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); '
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);
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Undang-Undang N:omor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
T:‘;}mbahar}; Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keugngan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemérintahaﬁ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Npmor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakijlan Daerah,
Dewan Pérwakilah Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Témbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Npmor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Némor 82l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Repyblik
Indonesia Tahun 2004 Ndmor 244, Tambéhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nega'ra Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan ’Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan  Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah  beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas’ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri ’Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawgi Tidak Tetap;

16. Peraturan‘Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar
Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan -
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih
Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetéb;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 36 TAHUN
2017 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN 'RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.
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Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2017 Nomor 36) yang di ubah dengan :

a.

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2017 Nomor 50);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna ( Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2018 Nomor 36).

Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (5) dan ayat (10) diubah
dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas
komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya ;transportasi;
c. biaya penginapan,
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau '
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a terdiri atas;
a.l uang makan;
b. uang transportasi lokal; dan

c. uang saku.
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Biaya transportasi .sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. biaya perjalanan dari tempat kedudukan
sampai tempat tujuan keberangkatan dan
kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/
stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan
dan kepulangan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/
stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan
dan kepulangan; dan

c. Biaya bagasi penumpang untuk maskapai
yang bagasinya berbayar paling banyak 10
Kilogram dan menjadi satu kesatuan dengan
harga‘tiket.

Biaya perll.ginapan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf ¢ merupakan biaya yang diperlukan

untuk menginap:

a. di penginapan; atau

b. di tempat menginap lainnya. )

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan

biaya penginapan atau bukti peﬂanggungjawaban

penginapan hilang/musnah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a." pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya
penginapan di  Kota  tempat tujuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bypati
mengenai Standarisasi Satuan Harga;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
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(7)

(10)

(11)

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris
Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan
Perjalanan Dinas Jabatan;

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf e dapat diberikan
kepada Pejabat Negara yang melaksanakan
Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) sudah termasuk biaya
untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagairriana
dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi biaya
bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan
biaya angkutan jenazah;

Komponen biaya perjalanan Dinas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menga"c'u |
pg.da Peraturan Bupati tentang Standarisasi
Satuan Harga.

Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dicantumkan pada‘ Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



o

J

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal & jut 209
o

Diundangkan di Ranai
pada tanggal \b juts 2019

\Lﬁ\(}@fSEKRETARIS DAERAH i’
‘ KABUPATEN NATUNA

i

WAN ANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 3¥
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